
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.615, 2020 KPU. Pemilihan. Gubernur. Wakil Gubernur. 

Bupati. Wakil Bupati. Wali Kota. Wakil Wali Kota. 
Tahun 2020. Tahapan. Program. Jadwal. 
Perubahan.  

 

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 5 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 

15 TAHUN 2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL 

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, 

BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA 

TAHUN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan 

Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang 

menetapkan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan 

kesehatan masyarakat dan wajib dilakukan upaya 

penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, termasuk upaya untuk 

penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota 

dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;  

b. bahwa untuk mengantisipasi menyebarnya Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Indonesia dan 

dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 

12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam 
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Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

sebagai Bencana Nasional, yang menetapkan Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional 

di Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian tahapan, 

program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 122A ayat (3) Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 

2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota 

dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); 

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 

2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota 

dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program 

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata 

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

201); 

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG TAHAPAN, 

PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN 

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL 

BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA 

TAHUN 2020. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan 

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) yang telah beberapa kali 

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum: 

a. Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1511); dan 

b. Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 

2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota 

dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 193),  

diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Lampiran yang mengatur mengenai: 

a. penyusunan peraturan/keputusan penyelenggaraan 

Pemilihan; 

b. sosialisasi kepada masyarakat dan 

penyuluhan/bimbingan teknis kepada 

penyelenggara Pemilihan; 

c. pembentukan KPPS, masa kerja PPK, PPS, dan 

KPPS, dan pembentukan dan masa kerja PPDP;  

d. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau 

Pemilihan, lembaga survei atau jajak pendapat, dan 

penghitungan cepat hasil Pemilihan; 

e. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih; 



2020, No. 615 
-5- 

f. pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon 

perseorangan;  

g. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;  

h. pendaftaran Pasangan Calon;  

i. verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon;  

j. penetapan Pasangan Calon, termasuk penyelesaian 

sengketa atas penetapan Pasangan Calon;  

k. pelaksanaan kampanye, termasuk masa kampanye 

dan laporan dan audit dana kampanye; 

l. pelaksanaan pemungutan suara; 

m. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil 

penghitungan suara; 

n. penetapan pasangan calon terpilih; 

o. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil 

Pemilihan; 

p. pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan 

calon terpilih; dan 

q. evaluasi dan pelaporan tahapan, 

diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Komisi ini. 

 

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 6 

Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan 

Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 

Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. 
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3. Di antara Pasal 8A dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) pasal, 

yakni Pasal 8B dan Pasal 8C, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 8B 

Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda 

karena terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19), dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 

2020. 

 

Pasal 8C 

(1) Seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan 

serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan 

protokol kesehatan penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19).  

(2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan oleh KPU setelah berkoordinasi 

dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang kesehatan. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara teknis pelaksanaan 

seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan 

serentak lanjutan yang menerapkan protokol 

kesehatan penanganan Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU. 

 

Pasal II 

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 12 Juni 2020 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

ARIEF BUDIMAN 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 12 Juni 2020 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA,  

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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LAMPIRAN 
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 5 TAHUN 2020 

TENTANG 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 
TAHUN 2019 TENTANG TAHAPAN, 
PROGRAM DAN JADWAL 

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN 
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, 
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU 

WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA 
TAHUN 2020 
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KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

ARIEF BUDIMAN 




